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4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Obyek Retribusi
Daerah di Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai lagi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Izin Usaha
Perdagangan, Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum, Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang Dengan
Kendaraan Umum, dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan, perlu
dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI DAERAH.



Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur tentang Retribusi Daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Retribusi Izin Usaha Perdagangan;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum; dan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 12



